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Accepted [12 Juni 2024] publik dapat bertah_an, dirT_1ana budaya inovasi dapat dijadikan dasar
dalam menghadapi persaingan global. Pendekatan tata kelola yang
agile dalam organisasi publik diperlukan untuk menghadapi situasi ini.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mempengaruhi faktor-faktor yang
mempengaruhi budaya inovasi dalam rangka membangun organisasi

agile, innovation culture, publik yang agile. Metode peneltian ini adalah studi literatur dengan

public organization jurnal penelitian yang berhubungan dengan budaya inovasi dalam
organisasi publik. Hasil penelitian terdapat 3 faktor yang
menpengaruhi budaya inovasi yaitu : pertama adalah komitmen
pimpinan dalam rangka mendorong perubahan, Kedua adalah
struktur organisasi yang fleksibel dapat mendukung budaya inovasi
dan kreativitas personil. Ketiga adalah pendekatan/strategi yang
digunakan untuk mendukung terciptanya budaya inovasi dalam
organisasi publik. Organisasi publik yang agile memungkinkan
organisasi publik cepat menyesuaikan diri dan memastikan pelayanan
publik lebih baik dimana budaya inovasi menjadi landasan untuk
mencapai tujuan ini

The ever-changing world conditions demand that public organizations

This is an open access article can survive, where a culture of innovation can be used as a basis in
under the CC—BY-SA license facing global competition. An agile governance approach in public
organizations is needed to deal with this situation. The purpose of this

@ @@ research is to influence the factors that influence the culture of

innovation in order to build an agile public organization. This research
method is a literature study with research journals related to the
culture of innovation in public organizations. The results of the study
there are 3 factors that affect the culture of innovation, namely: first is
the commitment of the leadership in order to encourage change,
Second is a flexible organizational structure that can support a culture
of innovation and creativity of personnel. Third is the
approach/strategy used to support the creation of a culture of
innovation in public organizations. Agile public organizations allow
public organizations to quickly adjust and ensure better public services
where a culture of innovation is the foundation for achieving this goal.

PENDAHULUAN

Organisasi biasanya berfungsi sebagai tempat berkumpulnya sejumlah orang dari berbagai jenis
kepribadian yang digabungkan untuk mencapai tujuan tertentu. Manusia pada dasarnya adalah makhluk
sosial, sehingga mereka perlu berkolaborasi satu sama lain(Ersandy & Agustina, 2020). Organisasi publik
adalah lembaga pemerintah dengan legalitas formal yang dibiayai oleh negara untuk menyelenggarakan
kebutuhan masyarakat di semua bidang yang kompleks (Sulistyani, 2009). Organisasi publik adalah
wadah yang memiliki banyak fungsi dan didirikan untuk memenuhi keinginan berbagai pihak serta
memenuhi kebutuhan pemilik(Fahmi, 2013).
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Gagasan baru yang diterapkan untuk mencoba atau memperbarui suatu barang atau jasa disebut
inovasi dimana organisasi akan ketinggalan zaman jika tidak memiliki inovasi (Robbins SP, 1996). Inovasi,
yang merupakan implementasi dari ide-ide kreatif, adalah proses yang diperlukan bagi organisasi dalam
bersaing di global di abad ke-21 ini. Seberapa cepat dan tanggap organisasi terhadap perubahan yang
terjadi menentukan keberlangsungan hidupnya karena organisasi tidak dapat tanpa inovasi. Akibatnya,
strategi persaingan yang efektif diperlukan. Sebuah organisasi yang memanfaatkan inovasi dapat
meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing organisasi (Kremer et al., 2018; Manafi &
Subramaniam, 2015; Nurjanah, 2015). Terlebih saat ini kita memasuki era disrupsi. Dengan berbagai
tantangan di era disrupsi, kita harus siap beradaptasi. Salah satu cara menyesuaikan diri dalam situasi
seperti ini adalah melalui inovasi. Inovasi akan mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Di masa
pandemi kemarin, inovasi disebut sebagai upaya untuk dapat bertahan hidup  (Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2020) (Ismawaty, 2022).

Inovasi juga merupakan salah satu indikator pengukuran indeks daya saing global. Menurut
laporan Bank Dunia, Indeks daya saing Indonesia turun dari posisi 32 menjadi posisi 40 dari total 63
negara(DPR RI, 2020). Dengan demikian, untuk meningkatkan daya saing Indonesia, perlu dilakukan
berbagai upaya. Salah satu cara untuk mengatasi tantangan pembangunan ekonomi dan sosial adalah
dengan menggunakan inovasi(Osborne & Brown, 2011). Tidak hanya itu, inovasi juga menjadi bagian
penting untuk menunjukkan kemandirian dan kemajuan bangsa(Wati et al., 2023)

Dalam konteks reformasi birokrasi di organisasi publik, budaya inovasi memainkan peran sentral
dalam menentukan tingkat keberhasilan transformasi (Daraba et al., 2023). Budaya inovasi dalam suatu
perusahaan sangat dibutuhkan karena menciptakan kepercayaan yang memungkinkan setiap karyawan,
bukan hanya bos atau atasan, untuk menciptakan lingkungan kerja yang inovatif.(Gunawan et al., 2023)

Organisasi yang lincah memiliki kemampuan untuk mengubah strategi dan beroperasi melalui
rantai operasi dengan cepat, yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dan bereaksi cepat terhadap
perubahan dan masalah yang dihadapi di lingkungannya(Gligor et al., 2013). Organisasi yang lincah
beradaptasi dengan perubahan pasar dengan cepat.(Hormozi, A., 2001; Yusuf et al., 2004). Dengan
demikian organisasi publik yang agile yaitu organisasi yang bisa dengan segera beradaptasi dengan
berbagai perubahan, sesuai dengan kondisi lingkungan.

Budaya inovasi merupakan salah satu aspek penting dalam membangun organisasi yang agile
(lincah). Keduanya saling mendukung dalam menciptakan lingkungan kerja yang responsif, adaptif, dan
inovatif.Inovasi tidak hanya mencakup pengembangan produk atau layanan baru, tetapi juga melibatkan
perubahan dalam cara berpikir dan bertindak di seluruh organisasi. Budaya inovasi dapat dianggap sebagai
fondasi yang kuat untuk menciptakan organisasi yang agile, sementara organisasi yang agile pada
gilirannya menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan penyebaran budaya inovasi.
Keduanya bekerja bersama-sama untuk menciptakan organisasi yang dapat bertahan dan berkembang di
era yang berubah dengan cepat. Beberapa penelitian menyoroti hubungan antara budaya organisasi dan
inovasi serta bagaimana hal ini dapat memengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi budaya inovasi, artikel ini diharapkan dapat
memberikan rekomendasi dalam rangka membangun organisasi publik yang agile di era disrupsi saat ini.
Disamping itu, artikel ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi keberlangsungan organisasi publik
dengan berfokus pada budaya inovasi.

LANDASAN TEORI

Budaya Inovasi

Definisi budaya inovasi masih sangat diperdebatkan di antara para ahli karena makna budaya
masih tetap menantang (Benedict R, 2005). Namun, banyak penelitian empiris telah membuktikan
hubungan antara budaya inovasi dan organisasi (Jan et al., 2014)(Naranjo-Valencia et al., 2016) yang
menyatakan bahwa budaya merupakan penentu penting dari inovasi organisasi. Budaya akan
mempengaruhi perilaku seseorang yang memberdayakan orang tersebut untuk berinovasi dan
menciptakan sesuatu yang berharga bagi organisasi. Di sisi lain, individu tersebut juga akan memiliki
komitmen yang tinggi terhadap organisasi karena adanya kesempatan dan dorongan. Namun, studi empiris
yang ada tidak dapat menjelaskan pengaruh fitur budaya yang dapat meningkatkan atau menghambat
inovasi.

Faktor-faktor penting dan prinsip-prinsip yang ada dalam budaya organisasi berkontribusi pada
pembentukan budaya inovasi, yang merupakan hasil dari interaksi berbagai tahap yang berbeda.
Fleksibilitas, visi ke depan, pemberdayaan, dorongan, toleransi risiko, komunikasi, pengambilan keputusan
bersama, dan apresiasi ide adalah beberapa nilai yang dianut oleh orang-orang ini. Oleh karena itu, inovasi
bukanlah sesuatu yang dapat dibagi. Sebaliknya, itu harus terjadi dalam budaya yang terdiri dari mindset
nilai yang dianut secara konsisten untuk memfasilitasi proses inovasi. Membudayakan cara berpikir untuk
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belajar melihat dunia dengan cara yang berbeda adalah inti dari budaya inovatif. Ahli lain berpendapat
bahwa budaya inovasi terdiri dari semua anggapan, norma, keyakinan, sikap, aturan formal dan informal,
kemampuan, dan praktik dan kebiasaan yang diaktualisasi dalam interaksi sosial sebagai tanggapan atas
inovasi atau kebaharuan serta idealisme pembaharuan atau perbaikan yang berlaku. Budaya inovasi
tersebut tercermin dalam hal-hal berikut :Keterbukaan terhadap perspektif yang berbeda, kemauan untuk
menerima dan menggunakan metode baru dan inovatif., mencoba (mengembangkan) kreativitas,
kesigapan, dan ketangkasan.

Sangat penting bagi suatu organisasi untuk memiliki budaya inovatif, yang dapat dimulai dari
sikap terbuka pemimpinnya terhadap perubahan. Hal ini disebabkan inovasi hanya dapat berkembang
dengan didukung oleh budaya organisasi yang inovatif (Saputro, 2023)

Untuk mengembangkan dan mempertahankan budaya inovasi, organisasi harus terlebih dahulu
membuat lingkungan di mana setiap pekerja dapat melakukan apa yang mereka senangi
(Beck & Whistler, 1967). Keterbukaan, kepercayaan, orientasi strategis, struktur yang mendukung, dan
metode pembelajaran dan akuisisi pengetahuan adalah semua hal yang diperlukan oleh organisasi. Oleh
karena itu, mempertahankan budaya inovasi pada dasarnya terkait dengan faktor manajerial, budaya,
strategi, dan struktural. Oleh karena itu, telah dikembangkan model yang menyeluruh tentang
pengembangan budaya inovasi dalam organisasi. Model ini terdiri dari lima blok: blok keempat adalah
budaya organisasi, struktur, strategi, dan kepemimpinan, yang dianggap sebagai variabel dependen; blok
kelima adalah budaya inovasi sendiri, yang dianggap sebagai variabel dependen. (Khairuzzaman & Ismail,
2007)(Azzaakiyah et al., 2023)

Konsep agile governance

Tata kelola yang gesit (Agile Governance) dalam beberapa pustaka, dihadirkan untuk
meningkatkan kinerja serta produktivitas organisasi.. Kemampuan manusia untuk memahami,
menyesuaikan diri dan memberikan respon dengan cepat dan kontinyu terhadap perubahan di sekitarnya
dengan cara memadukan kemampuan gesit dengan kemampuan tata kelola dalam rangka menciptakan
layanan yang lebih cepat, lebih baik serta lebih murah dalam mengelola proses bisnis suatu birokrasi
disebut sebagai tata kelola yang gesit (agile governance) (Busri et al., 2023)

Menurut ahli lain, pemerintahan yang agile adalah kemampuan suatu organisasi untuk
mengefisiensikan anggaran dan menemukan peluang dengan cepat dan tepat sehingga mereka dapat
mengambil tindakan yang kompetitif dan inovatif (Huang, Pan and Ouyang, 2014). Dengan demikian, dari
gagasan pemerintahan yang gesit dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus mampu beradaptasi dengan
perubahan yang sedang dan akan terjadi sehingga pemerintah mampu menyesuaikan diri dan mengambil
tindakan yang tepat dan inovatif sesuai dengan perubahan atau situasi yang terjadi di negaranya(Halim et
al., 2021).

Tata kelola yang gesit (Agile Governance) dan tata kelola yang adaptif (Adaptive Governance)
berbeda dalam hal bagaimana menangani dan menanggapi ketidakpastian dan perubahan lingkungan.
Namun, cara mereka melakukannya berbeda. Kegesitan (agility) dikaitkan dengan respons yang cepat dan
proses belajar yang cepat, sedangkan adaptif dikaitkan dengan mengubah sistem untuk menyesuaikan diri
dengan lingkungan yang berubah. Salah satu contoh perubahan yang dapat terjadi adalah kerja sama
antara berbagai pihak (collaborative governance), perbaikan tata kelola (tata kelola) dalam pengambilan
keputusan, dan pembagian kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Pada akhirnya, belajar akan
menjadi proses yang tertanam (embedded) dalam organisasi. (Vernanda, 2020)

Pemimpin yang mengutamakan kreativitas dan inovasi, menekankan pentingnya performa yang
adaptif dan responsif, dan mendorong pendelegasian otonomi dan kolaborasi tim diperlukan untuk
membangun budaya yang agile. Untuk membuat organisasi tangkas dan gesit dalam menghadapi
ketidakpastian, pemimpin harus secara teratur melakukan pembelajaran dan pengembangan. Paradigma
organisasi yang agile menegaskan bahwa sistem yang dinamis akan membuat organisasi mampu
mempertahankan stabilitas dan dinamisme sambil tetap stabil dengan keuletan, keandalan, dan efisiensi
dalam menjalankan proses kerja (Aghina, Smet, & Weerda, 2015). Agilitas organisasi terdiri dari tim yang
berfokus pada nilai-nilai manusia organisasi, memanfaatkan teknologi, belajar dan membuat keputusan
cepat, dan berkomitmen pada tujuan bersama untuk menciptakan nilai bagi semua pihak yang terlibat
(Darino, Sieberer & Vos, 2019). (Sakitri, 2021)

New Public Management (NPM)

Dalam dua dekade terakhir, negara-negara maju seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru
mengalami pergeseran paradigma manajemen sektor publik. New Public Management (NPM) merupakan
perubahan dari Old Public Adminstration (OPA). Pergeseran ini ditandai dengan munculnya konsep
managerialisme dan munculnya konsep New Public Management, market-based public administration, dan
reinventing government. Osborne dan Gaebler (1992) yang mengembangkan konsep ini.
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Terdapat 7 ciri dari sistem manajemen kinerja NPM yaitu : 1. Mengembangkan Perencanaan
strategis yang berkaitan dengan perencanaan tahunan organisasi; 2. Menguraikan dan menetapakan
tujuan tahunan terhadap organisasi dan individu; 3. Mengembangkan indikator kinerja baik di level
individu maupun organisasi; 4. Mengembangkan dan Melaksanakan model perencanaan yang
menyeluruh bagi organisasi; 5. Mengembangkan dan melaksanakan prosedur penilaian individu; 6.
Strategi dan tujuan organisasi dihubungkan dengan kesesuaian jabatan, dan; 7. Mengembangkan dan
melaksanakan tinjauan manajemen dan model evaluasi kinerja organisasi (Butterfield et al., 2005)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi literatur.
Studi literatur dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan menelaah artikel-artikel penelitian,
buku referensi, literatur serta sumber-sumber digital dan tulisan yang terpercaya. Untuk memenuhi
kebutuhan, data sekunder diolah dan dideskripsikan dalam bentuk narasi. Selanjutnya, analisis triangulasi
digunakan untuk menarik kesimpulan dengan menggambarkan fenomena dan karakteristiknya melalui
diskusi deskriptif (Nassaji, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Inovasi adalah prosedur dan/atau keluaran dari pengembangan dan pemanfaatan produk atau
sumber daya yang sebelumnya telah ada untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Untuk dianggap
sebagai inovasi, sebuah fenomena hanya harus menjadi hal baru dalam lingkungannya. Inovasi dapat
menjadi solusi untuk praktik buruk seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk meningkatkan kinerja
birokrasi, inovasi harus dilakukan. Menghasilkan ide kreatif bukanlah satu-satunya cara inovasi dilakukan.
Ini adalah proses yang lebih panjang yang dimulai dengan memahami inovasi, menggabungkannya ke
dalam sistem, serta melaksanakan evaluasi konsisten (Andhika, 2017; Mochammad, 2019). Penelitian
yang dilakukan oleh Sibarani & Pertiwi (2022) menyatakan bahwa : ASN memahami inovasi sebagai
pembaharuan, bukan hanya aplikasi canggih, atau teknologi (ilmu pengetahuan, karya seni, orientasi pada
hasil), efisiensi, efektivitas, dan kreativitas(Sibarani & Pertiwi, 2022)

Di sektor publik, inovasi dapat berkembang dan diterima seperti halnya di sektor bisnis, karena
ada banyak ruang untuk inovasi pada masa berkembangnya paradigma New Public Management (NPM).
Pada dasarnya, NPM dianggap sebagai pendekatan administrasi publik yang menerapkan pengetahuan
dan pengalaman dari dunia manajemen bisnis untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja
layanan publik. NPM juga merupakan teori manajemen publik yang mengadopsi praktek manajemen bisnis
yang dianggap lebih baik, lebih efisien, dan lebih produktif dalam hal prinsip dan praktik manajerial,
keuangan, dan operasional. NPM sebagai ortodoksi baru dalam pelayanan publik menyebabkan
perubahan dalam pelayanan public. Kemajuan teknologi yang meningkat serta adanya tuntutan terhadap
pemerintah untuk lebih responsive terhadap warga negaranya dalam rangka menjembatani keterputusan
hubungan dengan masyarakat (Osborne et al., 2005; Syafri, 2012) (Kamensky, 1996; O'Neill, R. J., 2000).

Konsep dari budaya inovasi merupakan gabungan dari budaya dan inovasi. Menurut Uslu (2015),
manajemen sumber daya manusia strategik mempengaruhi budaya inovasi dan mempengaruhi
kepemilikan organisasi (Uslu, 2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gomes et al. (2015) menekankan
bahwa struktur organisasi dan fleksibilitas mempengaruhi budaya inovasi (Gomes et al., 2015). Halim et
al. (2015) membuktikan tentang dampak budaya inovasi terhadap terhadap kinerja inovasi (Abdul Halim et
al., 2015). Budaya inovasi merupakan bagian dari budaya organisasi. Dengan tujuan utamanya
menciptakan inovasi. Inovasi adalah proses yang melibatkan berbagai unit, divisi, atau fungsi organisasi.
Budaya inovasi berfungsi sebagai budaya lintas sektoral dengan standar dan prinsip yang didukung oleh
semua proses yang terlibat dalam proses tersebut.

Budaya inovasi menciptakan fondasi untuk perubahan yang progresif dan terukur, memastikan
bahwa organisasi tidak hanya mengadopsi perubahan struktural tetapi juga menggali kreativitas dan solusi
baru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan (Ma’ruf & Harahap, 2022). Sebagai elemen
penggerak, budaya inovasi memotivasi karyawan untuk berpikir di luar batas-batas yang ada dan
mendorong kolaborasi dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi yang ambisius(Kardiat, 2023). Budaya
inovasi juga menciptakan iklim yang mendukung kolaborasi antar anggota organisasi, membuka pintu
untuk keterlibatan karyawan yang lebih besar dalam proses reformasi birokrasi (Wibowo & Pratomo, 2021).
Kolaborasi ini penting untuk mengatasi hambatan departementalisasi dan memastikan bahwa perubahan
tidak hanya bersifat top down tetapi juga melibatkan kontribusi dari semua tingkatan organisasi(Farhaini et
al., 2022).
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Seperti yang dipaparkan oleh OECD (2014), beberapa komponen yang menentukan keberhasilan
proses inovasi pemerintahan adalah pada level organisasi, seperti orang (pegawai), pengetahuan, metode
kerja, peraturan, dan proses.
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Gambar 1 Faktor Penentu Inovasi
Sumber : (OECD, 2014)

Penjelasan terhadap gambar di atas yaitu :
1. People (orang/ pegawai)

Untuk mempercepat transformasi ASN untuk menghasilkan ASN dengan kinerja baik dan perilaku
yang berfokus pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, setia, adaptif, dan kolaboratif,
pemerintah memperbaharui peraturan terkait ASN yaitu UU ASN No. 20 Tahun 2023. Salah satu yang
ditekankan adalah perilaku ASN yang adaptif dengan cara berinovasi terus dan antusias terhadap
segala perubahan dan cepat menyesuaikan diri.

OECD (2014) menyatakan bahwa pemerintah harus mendukung inovasi dengan meningkatkan
kemampuan dan kapasitas pegawai negeri. Ini termasuk membangun budaya, insentif, dan standar
yang mendorong cara baru untuk bekerja. Pengetahuan yang tinggi, dalam kaitannya dengan inovasi,
akan mendorong kreativitas seseorang dengan menggali kompetensi personil. Dengan keahlian dalam
suatu bidang, kemampuan dalam mempin dapat ditingkatkan. Hubungan antara pimpinan dan staf
jangan dianggap hanya sebagai hubungan vertikal; namun juga dilakukan secara horizontal. Faktor-
faktor budaya yang terdapat di daerah tertenti juga dapat mempengaruhi kinerja personil. Ketika inovasi
menjadi budaya yang tertanam, kreativitas akan tumbuh dan berkembang menjadi role model bagi
institusi dan menghasilkan terobosan yang kaya manfaat

Agenda tranformasi dalam UU ASN NO. 20 Tahun 2023 diantaranya yaitu percepatan
pengembangan kompetensi ASN serta penguatan budaya kerja dan citra institusi. Dalam rangka
percepatan pengembangan kompetensi, ASN bukan hanya berhak tetapi wajib mengembangkan
kompetensi. Instansi wajib memberikan dukungan akses dan sumber daya kepada ASN untuk belajar.

Penguatan budaya kerja dilakukan dengan simplifikasi nilai dasar yang lebih operasional yang bisa
dijadikan akronim “BerAKHLAK” sehingga mudah dihafalkan, serta berlaku sama untuk semua ASN di
instansi manapun ditempatkan. Nilai dasar (core value) ini akan menjadi akar budaya kerja yang lebih
kuat dalam jangka panjang.

Kepemimpinan serta engagement pegawai menjadi hal krusial lain dalam menumbuhkan budaya
inovasi dalam organisasi publik. Wan Ismail dan Majid (2007), Read (2000) melaksanakan reviu
sistematis dan menyeluruh untuk memastikan faktor-faktor utama yang berkontribusi pada keberhasilan
inovasi. Studinya menunjukkan bahwa faktor yang memainkan peran yang penting adalah upaya
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manajemen untuk inovasi, terutama dari manajemen puncak, yang memainkan peran yang signifikan
dalam pembentukan budaya inovasi (Khairuzzaman & Ismail, 2007; Read, 2000)

2. Knowledge (pengetahuan)

Menurut knowledge management, mengelola pengetahuan dapat membantu organisasi
menciptakan inovasi dan meningkatkan kinerja(Ahmady et al., 2016; Saulais & Ermine, 2012). OECD
(2014) menyatakan bahwa arus bebas informasi, data dan pengetahuan di sektor publik harus
difasilitasi oleh pemerintah dan dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan dan peluang yang baru
secara kreatif.

Organisasi harus memiliki komitmen untuk mengembangkan individu melalui proses belajar dalam
rangka meningkatkan kualifikasi dan kompetensi personil. Individu yang terus menerus belajar pada
akhirnya dapat menciptakan inovasi bagi perbaikan organisasi. Individu yang belajar menghasilkan
organisasi pembelajaran. Oleh karena itu, Peter Senge (1990) dalam (Soetjitro, n.d.) menyatakan
bahwa "tidak ada organisasi pembelajaran tanpa adanya individu yang belajar. Namun, individu yang
belajar tidak berarti disebut organisasi pembelajaran.” Ini berarti bahwa individu harus difasilitasi oleh
iklim dan budaya organisasi yang memfasilitasi individu untuk belajar menuju organisasi pembelajar.
Digitalisasi manajemen ASN menjadi salah satu agenda transformasi dalam UU tentang ASN No. 20
Tahun 2023. Penyediaan digital platform terintegrasi yang memudahkan pengelolaan dan pelayanan
kepada ASN, termasuk untuk aktivitas belajar, berkinerja, berkolaborasi, memberikan dan menerima
umpan balik, serta pengembangan talenta dan karier. Dengan demikian aturan terkait hal ini sudah
dikeluarkan , tinggal bagaimana implementasi di lapangan dalam rangka mengembangkan organisasi
pemerintah sebagai organisasi pembelajar.

3. Ways of working (cara kerja)

Menurut OECD (2014), pemerintah harus mengembangkan struktur organisasi yang baru dan
meningkatkan kolaborasi sebagai cara dan alat kontrol untuk berbagi risiko dan memanfaatkan sumber
daya dan informasi yang ada untuk mengembangkan inovasi. Di Indonesia, reformasi birokrasi masih
menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi atas fakta bahwa birokrasi
pemerintah dianggap kaku, tidak terorganisir, tidak terkoordinasi, tidak kreatif, dan stagnan. Oleh
karenanya pemerintah memprioritaskan pembenahan birokrasi.

Reformasi birokrasi berhubungan dengan penataan ulang organisasi pemerintah yang gemuk,
tumpang tindih, dimana waktu pengambilan keputusan dan kebijakan lama dan tidak efisien karena
terjadi miskomunikasi dan miskoordinasi. Birokrasi diharapkan bergerak dengan lebih luwes dan cepat
dalam melayani publik(Mahtiasari et al., 2019; Sanatana, 2022; Vernanda, 2020). Transformasi menuju
Agile Governance melalui Penyederhanaan Birokrasi Peralihan dari satu periode ke periode berikutnya
yang disebabkan oleh inovasi atau perubahan struktural dan prosedural, baik yang direncanakan
maupun tidak direncanakan, disebut transformasi (Widanarto, 2019).

Kemitraan serta kolaborasi juga harus dibiasakan dalam rangka mengembangkan budaya inovasi.
Kolaborasi menyatukan individu dengan latar belakang, keterampilan, dan pengetahuan yang beragam.
Dengan bekerja sama, organisasi dapat mengakses ide, teknologi, dan proses baru yang mungkin tidak
dapat mereka kembangkan sendiri. Kemitraan memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan keahlian
eksternal dan mendapatkan wawasan baru. Berkolaborasi dengan entitas lain, seperti
kementrian/lembaga lain, lembaga non pemerintah dapat memberikan akses ke kumpulan pengetahuan
dan kreativitas yang lebih luas.

4. Rules and processes (peraturan dan proses)

Menurut OECD (2014), pemerintah wajib memastikan bahwa peraturan dan proses internal yang
seimbang memungkinkan inovasi dan meminimalisir risiko sekaligus melindungi sumber daya.
Regulasi, anggaran dan manajemen proyek merupakan faktor yang mempengaruhi pada dimensi ini.

Ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku mempengaruhi cara organisasi beroperasi. Regulasi
yang mendukung inovasi akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ide-ide
baru.Sebaliknya regulasi yang kaku atau membatasi kreativitas, dapat menghambat budaya inovasi.
Kementrian PAN RB telah mengeluarkan regulasi yang mengatur inovasi pelayanan publik serta
pembinaan inovasi pelayanan publik yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas ASN dalam
melayani masyarakat

Alokasi anggaran untuk penelitian, pengembangan, dan inovasi memengaruhi kemampuan
organisasi untuk menciptakan produk atau layanan baru. Anggaran yang memadai memungkinkan
eksperimen, pengujian, dan eksplorasi ide. Organisasi yang mengutamakan inovasi harus
mengalokasikan sumber daya secara cerdas. Anggaran yang fleksibel dan terarah pada inovasi akan
memperkuat budaya kreativitas
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Manajemen proyek yang efektif memastikan bahwa inisiatif inovasi berjalan sesuai rencana.
Pengelolaan risiko, penjadwalan, dan pengawasan proyek meminimalkan hambatan dan mempercepat
pengembangan produk atau layanan baru. Tim yang terampil dalam manajemen proyek dapat
mengatasi tantangan, mengoptimalkan sumber daya, dan memastikan inovasi berjalan lancar.

Selain model yang dijelaskan oleh OECD di atas, terdapat model lain yang dikembangkan oleh
terkait dengan faktor yang mempengaruhi budaya inovasi. Model yang kedua adalah model yang
dikemukakan oleh Martins dan Terblanche (2003). Model ini menguraikan terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi budaya inovasi dalam suatu organisasi. Berikut adalah beberapa determinan budaya
organisasi yang memengaruhi kreativitas dan inovasi(Martins & Terblanche, 2003):

1. Strategi: Misi dan visi organisasi, ketika didefinisikan dengan baik, mempengaruhi penciptaan budaya
yang kuat. Strategi organisasi yang jelas digunakan sebagai pedoman tindakan dan perilaku para
anggota organisasi.

2. Struktur: Struktur organisasi juga berperan penting. Struktur yang fleksibel dan mendukung inovasi
dapat merangsang kreativitas dan inovasi. Sebaliknya, struktur yang kaku dapat menghambatnya.

3. Mekanisme Dukungan: Adanya dukungan dari manajemen dan rekan kerja dalam mewujudkan ide-ide
inovatif sangat berpengaruh. Mekanisme dukungan ini mencakup insentif, pelatihan, dan sumber daya
yang memadai.

4. Perilaku yang Mendorong Inovasi: Budaya yang mendorong eksperimen, pengambilan risiko, dan
pemecahan masalah kreatif akan memperkuat inovasi.

5. Komunikasi Terbuka: Komunikasi yang terbuka dan transparan memfasilitasi pertukaran ide dan
kolaborasi antar anggota organisasi.

Norma dan nilai dalam organisasi berperan mendukung atau menghambat kreativitas atau inovasi
tergantung pada bagaimana mereka mempengaruhi perilaku orang dalam organisasi. Oleh karenanya
membangun budaya organisasi yang dapat mendukung terciptanya budaya inovasi dapat menjadi kunci
demi keberlangsungan organisasi di era yang senantiasa berubah dan berkembang.

Model ketiga terkait dengan faktor yang mempengaruhi budaya inovasi dikemukakan oleh Wan
Ismail dan Majid (2007). Wan Ismail dan Majid (2007) membuat model yang menyeluruh tentang
mengembangkan budaya inovasi dalam organisasi (Gambar 1). Model ini terdiri dari lima blok: empat
variabel independen (kepemimpinan, struktur, strategi, dan budaya organisasi) dan variabel dependen
(budaya inovasi).

Strategy
(Ihmovative
S orientation)

A
Organization Innovation
Leadership culture culture
(Visioning values) : > (Espoused » The playing
core values) field of’{"'
- value action
\ 4

Structure
> (Means for
artaining the
objectives and
goals)

Gambar 2. The Holistic model of Innovation Culture (Khairuzzaman & Ismail, 2007)
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Model ini didasarkan pada (a) peran penting yang dimainkan oleh para pimpinan puncak untuk
mendorong perubahan yang diperlukan organisasi untuk mempertahankan potensi inovasi; (b) struktur
yang menunjukkan tanggung jawab, organisasi, dan cara anggota berkomunikasi; (c¢) pendekatan yang
menunjukkan kesempatan yang dapat membantu menciptakan dan mempertahankan budaya inovasi; dan
(d) budaya organisasi sebagai sumber utama dari fitur-fitur yang mendukung inovasi. Karena itu, budaya
yang muncul dapat menentukan cara kreativitas didorong, jumlah risiko yang diambil, dan seberapa umum
berbagi ide dan pengetahuan dijadikan sebagai nilai dasar organisasi

Berdasarkan ketiga model di atas, dapat disimpulkan hal-hal yang mempengaruhi budaya inovasi
yaitu :

1. Kepemimpinan dengan komitmen tinggi untuk mendorong perubahan demi terciptanya iklim inovasi.
Komitmen ini dapat diturunkan dalam visi misi organisasi sehingga benar-benar menjadi pedoman
dalam program dan kegiatan organisasi publik.

2. Struktur organisasi, dimana struktur yang fleksibel dan mendukung inovasi dapat merangsang
kreativitas dan inovasi. Sebaliknya, struktur yang kaku dapat menghambatnya. Penyederhanaan
birokrasi merupakan langkah penting dalam menciptakan birokrasi yang sederhana, fleksibel, dan
lincah guna memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat

3. Pendekatan yang digunakan dalam mendukung budaya inovasi. Adanya regulasi yang merangsang
untuk terciptanya inovasi, dukungan manajemen dalam bentuk anggaran serta sumber daya dalam
mewujudkan perilaku inovatif. Adanya reward bagi pegawai yang berhasil mengembangkan inovasi. .
ASN adalah ujung tombak dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang harus diberikan dukungan
nyata, seperti lingkungan kerja yang mendukung, program pelatihan yang lebih terbuka dengan
perubahan, kepercayaan, ruang diskusi yang egaliter, kesempatan berkolaborasi, dan jaringan yang
memadai dalam bekerja.

Misalkan sebuah organisasi sektor publik ingin membangun budaya organisasi yang inovatif. Dalam
hal ini, permintaan dukungan terhadap inovasi ditujukan kepada individu ASN, namun seluruh elemen
organisasi memiliki peran yang saling mendukung. Sistem pengembangan SDM, Teknologi Informasi,
pengembangan kebijakanserta strategi pelaksanaan harus dimiliki ole organisasi yanng inovatif. (Cook, G.,
Matthews, M., & Irwin, 2009). Penting juga bagi organisasi sektor publik untuk merancang kegiatan yang
inovatif dan tidak hanya copy-paste dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh, kegiatan benchmarking
secara teknis mampu mendorong lahirnya agenda inovasi (Lacity & Willcocks, 2014). Namun, yang perlu
ditekankan adalah bagaimana organisasi sektor publik dapat menjalankan tata kelola yang baik

Organisasi publik yang agile memungkinkan organisasi publik bergerak cepat dan menyesuaikan
diri dengan perubahan pasar atau teknologi. Agile mendorong keterlibatan individu dan memberdayakan
tim untuk mengambil keputusan mandiri. Kolaborasi antar tim dalam pendekatan Agile merangsang inovasi
dan efisiensi. Agile mendorong komunikasi terbuka di antara anggota tim. Seorang pemimpin yang
mengadopsi pendekatan Agile harus berinovasi dalam menghadapi perubahan, krisis, dan tekanan.
Mereka tidak hanya memimpin, tetapi juga menjadi contoh bagi karyawan dalam menginternalisasi nilai-
nilai organisasi, melakukan inovasi, dan menekankan pada performa yang adaptif. Agile governance (tata
kelola yang lincah) mencerminkan pendekatan agile dalam menghadapi perubahan dan memastikan
pelayanan publik yang lebih baik. Budaya inovasi menjadi landasan untuk mencapai tujuan ini.

Transformasi birokrasi menuju organisasi yang adaptif, agile, dan fluid adalah respons terhadap
Reformasi Birokrasi (RB) yang bertujuan meningkatkan daya saing bangsa. Kultur budaya kompetitif perlu
diciptakan dengan menciptakan ekosistem kerja yang lebih adaptif dan inovatif. Budaya inovasi yang kuat
diharapkan dapat menjadi kunci dalam menghadapi era VUCA karena inovasi memfasilitasi pembentukkan
ide baru dan adaptasi terhadap perubahan. Reformasi birokrasi bukanlah sekadar restrukturisasi formal,
tetapi juga melibatkan perubahan budaya organisasi yang mendalam(Rohayatin et al., 2017). Budaya
inovasi menjadi fokus utama dalam konteks ini, karena mampu merangsang kreativitas, kolaborasi, dan
adaptabilitas dalam menghadapi perubahan (Gumilar, 2016). Bagian integral dari transformasi ini adalah
pembangunan budaya inovasi, yang mencakup perubahan dalam sikap, nilai, dan perilaku anggota
organisasi (Devi et al., 2023). Budaya inovasi diperkuat sebagai fondasi yang memotivasi karyawan untuk
berpikir kreatif, berkolaborasi, dan mengadopsi.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Inovasi adalah proses dan hasil dari pengembangan dan pemanfaatan produk atau sumber daya
yang sudah ada sebelumnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Inovasi di sektor publik bisa
berkembang dan memperoleh tempat yang sangat baik pada masa berkembangnya paradigma NPM. NPM
dianggap sebagai pendekatan administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman dari
dunia manajemen bisnis untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja pelayanan yang diberikan
oleh pemerintah. Budaya inovasi merupakan gabungan dari budaya dan inovasi. organisasi publik yang
agile adalah organisasi yang dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan, sesuai
dengan kondisi sekitar

Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang mempengaruhi budaya inovasi dapat dikelompokkan
menjadi 3 dimensi. Pertama adalah komitmen pimpinan dalam rangka mendorong perubahan, Kedua
adalah struktur organisasi yang fleksibel dapat mendukung budaya inovasi dan kreativitas personil. Ketiga
adalah pendekatan/strategi yang digunakan untuk mendukung terciptanya budaya inovasi dalam
organisasi publik.

Organisasi publik yang agile memungkinkan organisasi publik cepat menyesuaikan diri dan
memastikan pelayanan publik lebih baik dimana budaya inovasi menjadi landasan untuk mencapai tujuan
ini. Budaya inovasi yang kuat diharapkan dapat menjadi kunci dalam menghadapi era VUCA karena inovasi
memfasilitasi pembentukkan ide baru dan adaptasi terhadap perubahan.

Saran

1. Untuk merangsang budaya inovasi diperlukan komitmen dari semua pihak baik atasan maupun
bawahan. Diperlukan komunikasi dan kolaborasi dalam upaya membangun budaya inovasi menuju
organisasi yang agile

2. Menciptakan sistem pengakuan dan penghargaan bagi ide-ide inovatif yang berhasil dimplementasikan
dapat memotivasi karyawan untuk terus berinovasi. Ini juga membantu memperkuat budaya inovasi di
seluruh organisasi.
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